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ABSTRAK

Alam semesta dan segala isinya diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk
kepentingan umat manusia yang dalam pengelolaan dan
pendayagunaannya diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Penguasaan,
pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara
sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan menyerasikan tata kehidupan manusia beserta
kelestarian fungsi lingkungan hidupnya berdasarkan Pancasila. Untuk
menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian,
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan
saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta
jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang
utuh di lingkungan Negara Republik Indonesia. Penumbuhkembangan
sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi adalah tugas dan tanggung jawab negara.
Berdasarkan pertimbangan tersebut untuk itu perlu dibentuk Undang-
Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan lImu Pengetahuan dan Teknologi.

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) dan
Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Undang-Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perubahan Ketiga UUD 1945.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan I|Imu Pengetahuan dan Teknologi
dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, asas tanggung jawab negara, asas kesisteman dan percepatan, asas
kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis,
serta asas tanggung jawab akademis. Sistem ini bertujuan memperkuat
daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan
mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing
dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam
pergaulan internasional. Kemudian, sistem ini berfungsi membentuk pola



CATATAN

hubungan vyang saling memperkuat antara unsur penguasaan,
pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu
keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuannya. Unsur yang dimaksud
dalam fungsi tersebut terdiri atas unsur kelembagaan, unsur sumber daya,
dan unsur jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelembagaan ilmu
pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga
litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Unsur Kelembagaan
berfungsi : a. mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia,
penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi; b.
membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi
penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi
terdiri atas  keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan
pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan
prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Jaringan Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang
memadukan unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan
yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara
sendiri-sendiri.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan, 29 Juli 2002.
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